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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkarriya Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 4 Tahun 2OlI tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Kendari, dipandang perlu
ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Kendari;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah clua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
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Pernerintahan Dererah (Lernbaran Ncgaril lteputrlik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9aa);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat clan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcputllik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tent ang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nornor 66, Tarnbahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor a7231;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Unclangan
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Retrlublik
Indonesia Nomor 523a1;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negala Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Notnor
48281;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8291;

11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang l3acliln
Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
I3encana Nomor 3 Tahun 2008 teutang Pedotnan
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

15. Peraturan Daerah Kot-a Kendari Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Kendari (Lernbarau Deierah Kota Ken<lari
'l'ahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 20 1. I

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2OII Nomor 4);

MEMUTUSI{AN:

Menetapl<an : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS

#ffin'" 3iH""il"'Iffi #$3tH'. 
PTNANGGULANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .-

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan Penanggulangan LJencana Daerah yang selanjutnya disingkat

BPBD adalah perangkat daerah Kota Kendari yang dibentuk dalarn
rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

dan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau falctor non alam maupun
faktor manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
darnpak psikologis.

8. Pengungsi adalah orang atau keiompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum
pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang terjadi di daerah.

9. Evakuasi adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-
daerah yang berbahaya ke daerah yang aman.

10. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Kendari,
y?rnf{ llcrer<la rli lrawah <lirrr tlt:rl:lltgg,t.tttgitrwalr litngsung l<t:ptrtla Wzrlil<t.r1it.

BAB II
KTDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab pemerintah daerah cli bidang penanggulangan bencana.

(2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Waiikota.
(3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat

oleh Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Snsunan organisasi BPRD Kota Kendari terdiri atas:
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a. Pejabat Pemerintah terkait;
b. Anggota masyarakat Profesional.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:

1. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:

1. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
2. Seksi Sarana dan Prasa-rarla Darurat dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
1. Seksi Rehabilitasi;
2. Seksi Rekonstruksi;

f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalarn
larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Walikota ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara;
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b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggu langan berdasarkan peratu ran peru ndang- u nd angan ;

c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirma.sikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan pen.yclr:nggarililn p(:n?lnggullrngarr ll<:rrr:lrnrr l<<:1lrr<l:r

Walikota setiap bulan sekali dalaun konclisi n<lmrnl diln scl.iilp silitl
dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat; dan

h. melaksanaka:r kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala BPBD cialam menyelenggarakan tugas sebaga.irnana climaksud
pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian komando dan pelaksanaan kegiatan
penanggnlangan bencana secara t.erencana, l.crpercln r.lan rnenycluru h;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan, penanganan dartrrat, rehabilitasi dan rekonstruksi
logistik dan peralatan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 5

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

(2) Unsur Pengarah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan;
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Kepala Pelaksaua

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan
tugas Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang
meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara
terintegrasi.
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Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan;
c. pelaksana; dan
d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik didalam

maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a rnerupakan
fungsi koordinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di
daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra
bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan
fungsi Komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan
sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah
lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 1O

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan
fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi
dan terintegrasi dengan Satuan Ke{a Perangkat Daerah lainnya, dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan, penanggulangan bencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, adrninistrasi dan sumberdaya serta
kerjasama.
Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
Sekretariat Unsur Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan,

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan

peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga;

(1)
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c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah

penanggulangan bencana;
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
f. pengl<oordinasian dalam pe nyusunan laporan penanggulangarr

bencana;
g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik

didalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas:
a. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Kepegawaian clan Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Ketatausahaan.

(2) sub F3agian sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan dalam rangka
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan
penyusunan program dan anggaran;

b. penyusunan program dan kegiatan di bidang penanggulangan
bencana;

c. pengumpulan pedoman dan petuniuk teknis di bidang perundang-
undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi dibidang perundang-undangan;
c. pelaksanaarn invcntarisasi rnasalah-rnasalah yallg bcrkaitan dcngarn

pelaksanaan perundang-undangatr ;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang program
dan perundang-undangan;

g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas
pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan
administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi.

(2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dalam rangka
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup
BPBD;



pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran,
pembukuan dan perbendaharaan;
pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan
administrasi keuangan dan gaji;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kcpegawaian r.lan
keuangan;

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan,
pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran cli
lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.
Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha dalam rangka melaksanakan
tugas sebagairnana <limalcsucl pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan

tata kearsipan;
pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
pelaksanaan urusan keprotokolan;
pelaksanaan urusan perneliharaan dan keamanan kantor;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan
ketatausahaan;

f. peiaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberd ayaan masyarakat.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana BPBD.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pe mberd ayaan masya.rakat ;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaar
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
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e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungri.ry..

Pasal 17

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tercliri atas:
a. Seksi Pencegahan;
b. Seksi Kesiapsiagaan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan cian
penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang
dapat menyebabkan terjadin5za bencana.

(2) Kepala seksi Pencegahan dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan

bencana dan mitigasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang

pencegahan bencana dan mitigasi;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan

penyuluhan pencegahan bencana dan mitigasi;
d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungarl

kerja di bidang pencegahan bencana dan mitigasi;
e. pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau

ancarnan bencana serta risiko yang dapat terjadi;
f. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau

bertahap berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
g. pelaksanaan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber

daya alam yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
h. pengkoordinasian pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidr"rp dalam

rangka pencegahan bencana dan mitigasi;
i. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelal<sanr:an

kebijakan di bidang pencegahan bencana dan rnitigasi;
j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di

dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi
kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk
menghadapi bencana.

(2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di biclang kesiapsiagaan

bencana dan pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan perumusan kebifakan dan pembinaan di bidang

kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaarl masyarakat;



c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di biclang kesiapsiagaan
bencana dan pemberdayaan masyarakat;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi
peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi
kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat;

e. pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan simulasi tentang
mekanisme tanggap darurat;

f. pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
g. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan

bencana;
h. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini dalam

rangka kesiapsiagaan bencana;
i. pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran

prosedur tetap tanggap darurat bencana;
j. pembentukan dan pengkoordinasian Tim Reaksi Cepat (TRC);

k. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;

l. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
penanggulangan bencana;

m. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan
masyarakat;

n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 2O

(i) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana daiam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan
logistik.

(2) Bidang Kedaruratan dan Logistik clipimpin oleh seorang Kepala Ridang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana
BPBD.

(3) Bidang Keclaruratan dan Logistik dalam rangl<a melal<strnakatl l.ug:rs

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan peiaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanga.nall
pengungsi dan dukungan logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana palda sa.at tang3ap
darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pader

saat tanggap darurat, penanganarl pellgungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
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f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan
dalam maupun di luar organisasi sJsuai t.ugas

Pasal 21

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan penanganan pengungsi;
b. seksi sarana dan prasarana Darurat dan Logistik.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pacia ayat (1), masing-masing dipimpil oleh
seorang Kepala seksi yalg berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepaia Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal22

(1) Kepala Seksi Penyeiamatan, Evakuasi
mernpunyai tugas menginventarisir
menyelamatkan dan mengevakuasi serta
tepat dan cepat efektif dan efisien.

(2) Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan pengungsi dalarn
rangka melaksanakan tugas sebagaimana climaksucl pa,la ayat (1)
menyelenggarakan lungsi :

a. pengumpuian pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelarnatan,
evakuasi dan penanganan pengungsi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan
penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;

di bidang

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelamatan,
evakuasi dan penanganan pengungsi;

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebija-kan di bidang penyelamatan,
evakuasi dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat serta
penyiapan lokasi evakuasi;

e. pelaksanaan dukungan kornando penyelamatan, evakuasi dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai
tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta
logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta
terkoordinasi.

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasa-rana Darurat dan Logistik dalam rangka
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana,
prasarana dan logistik;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang
sarana, prasarana dan logistik;

oleh pimpinan baik di
dan fungsin.ya.

dan Penanganan Pengungsi
korban bencana untuk

penanganan pengungsi secara
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penyusLlnan pedoman clan petunjuk teknis pcmbinaan sfirana,
prasarana dan logistik;
pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana.,
prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat dengan tepat dan
cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi;
pelaksanaan dukungan komando penyediaan kebutuhan sarana,
prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat;
pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana
serta logistik pada saat tanggap darurat dan pascabencana;
pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 24

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu
Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencarra.

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepalei
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Pelaksana BPBD.

(3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

pascabencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penanggulangan bencana pada pascabencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

a. Seksi Rehabiiitasi;
b. Seksi Rekonstruksi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi'

Pasal 26

(1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program
rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara
terhadap korban bencana.

c.

d.

e.

ob.
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(2) Kepala Seksi Rehabilitasi dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana program

rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara aclil dan setara
terhadap korban bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan
rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara
adil dan setara terhadap korban bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penyusunan rencana program
rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara
terhadap korban bencana;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang rehabilitasi dan pemberian bantuan pada
pascabencana;

e. pelaksanaan tugas dinas lain vang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pa;sal2T

(1) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan
rekonstruksi.

(2) Kepala Seksi Rekonstruksi dalam rangka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perurnusan l<ebijakan di bidang pelaksanaan penyusunan renceula

program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan

penyusunan rencana program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan
rekonstruksi;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelaksanaan penyusunan
rencana program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan
rekoustruksi;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan di bidang rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan
rekonstruksi pada pascabencana;

e. pelaksanaan tugas dinaslain yang diberikan oleh pimpinan baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknls dan Satuan Tugas

Pasal 28

(1) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas merupakan unsur pelaksana
teknis operasional BPBD Kota Kendari.

(2) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala
Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana melalui Sekretaris.

(3) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas mempunyai tugas
melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan
BPBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(a) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas diangkat oleh Walikota
atas usul Kepala Pelaksana.

Bagiao Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungslonal

Pasal 29

(1) Kelornpok .Iabatan Fungsional terdiri dali sejumlah Pcgawai Ncgeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai l<elornpgl<
sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan kegiatan
sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksaRakan sebagian tugas
BPBD yang diberikan oleh Kepala Pelaksana melalui Sekretaris di bawah
koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh
Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana.

(4.) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 3O

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Peiaksana,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok
Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara
vertikal maupun horisontal dalam lingkup BPBD maupun dengan
instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepa1a Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit
Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas BPBD bertanglung iawab mcmimpin
dan mengkoorciinasikan bawahannya rnasing-masing serta memberikan
bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

(1) Setiap bawahan satuan organisasi wajib bertanggung jawab kepada
atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan
dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan
kebijakan.
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BAB V
PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

(1) Kepala BPBD Kota Kendari diangkat clan diberhentikan oleh Walil<otzr
atas usul Sekret.aris Daerah.

(2) Unsur l)cngarerh lJPt3D cliangkat dan dibcrhentikiln olch Walikol.a dengan
berpedoman pada peraturan perundang-unclangan yang berlaku.

(3) Kepala l)elaksatrar L3P[:]D Kotu licrrclari diangl<al- clarn ditrcrhentil<an olch
Walikota atas usul Sekretaris l)aerah.

(4) Pejabat di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.

(5) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peratnran
jabatan fungsional.

(6) Formasi dan persyaratan jabatan BPBD ditetapkan dengan Peraturan
Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Padatanggal 3o - t2 - 2OlI

WALIKOTA KENDARI,

Diundangkan di Kendari
Padatanggal 3o {z 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2OII NOMOR 3 4

4,,'-
H. ASRUN
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LAMPIRAN : PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

WALIKO'|A I(ENDARI
TAHUN 201 1

201 I

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI

KEPALA

KEPALA PELAI(SANA
UNSUR PENGARAH
r INSTANSI
o PROFESIONAL/AHLI

SEKRETARIAT

SIIT] RAC]IAN
I't<o('it{AM t)AN

PER-ULI

sr.nl BA('itAN
tilil'lt(iAwAIAN

DAN I{I)UANCiAN

sulI trn(iln N

r rMrJM l)AN 't'A',t'A

I.ISAI-IA

RIDANG
IiDDARURATAN
DAN I,OGISI'IK

F]II)ANG
I?E}IABILTIASI DAN

Rt'IiONS'I'RI,JIiSI

BIDANG
PENCEGNHAN DAN

IiESIAPSIAGAAN

SlII(SI
SNRN NA I)AN

I]RASARANA DARURAT
l)AN LOGISl'lli

UNIT PI}I-AKSANA'I'EIiNIS
DAN SAT(JAN'I'I.JGNS

IiELOMPOIi JABATAN
FUNGSIONAI-

SEIiSI

REI IAI]ILI'I'ASI

sl,llisl

lll!)liONSlIlt.JliSI
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